
BUPATI BARITo UTARA 
PROVJNSJ KALJMANTAl'f TEN 

PERATURAN BUPATJ BARJTO U.lll'-r<A 
lfOMOR 49 TAHUJr 2017 

TElfTANG 

PERUBAHAl'f TARJF RETRJBUSI PE!fGUJIAl'f KE 
PADA PERATURAN IlAERAH KABuPATU 

lfOMOR 8 TABUif 2011 TElfTANG RETRIBU I J . 

BERIIOTOR 
TARA 
UMUM 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAl'f RABMAT TUHAN YANG IIL'l.p 
BUPATJ BARJTO UTARA, 

a. bahwa tarif Retribusi Pengujian K ndar Bennotor teJah 
diatur dalam Peraturan Daerah Norn 1 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum; j 

b. bahwa untuk meningkatkan f1 dap 
Kahu paten Bari to Um.ro. de.ri f!W:kto· Re 
dengan memperhatikan indeks h a 
perekonomian di Kabupaten B 'to 
Retribusi Pengujian Kendaraan e 
dimaksud pada huruf a, perlu ditin u k 

Asli Daerah 
e i O Qenah, oert" 

perkembangan 
ra, maka Tarif 
r sebagaimana 

j· 
' -1 c. bahwa berdasarkan pertimbangan seba mana dlmaksua 

pada huruf a dan huruf b. pertu me ' pkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan T R · busi Pengujian 
Kendaraan Bennotor pada Perat rah Kabupaten 
Barito Utara Nomor 8 Tahun 201 Retribusi Jasa 

'I Umum; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
Undang-Undang Darurat Nomor 
Pembentukan Daerah Tingkat IT d 
Negara Republik Indonesia Tahun 
Undang-Undang (Lembaran Neg 

tang Penetapan 
1953 tentang 

tan (Lembaran 
omor 9) sebagai 
blik Indonesia 
baran Negara 

gaimana telab 
Tahun 1959 Nomor 72, Tamba an 1 

Republik Indonesia Nomor 182 ), 
beberapa kali diubah terakhir ng 
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pemb ntu. 

• Undang-Undang 
Daerah Tingkat 
Daerab 1'ingkat 

dang Nomor 27 
ndang Darurat 
Daerah Tingkat 
b lik Indonesia 
baran Negara 

(1 Tanah Laut, Daerah Tingkat II T in d 
JI Tabalong dengan Mengubah Un ang
Tahun 1959 tentang Penetapan dan 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pem 
II di Kalimantan (Lembaran Ne 
Tahun 1965 Nomor 51, Tamb 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
Negara (Lembaran Negara Republi 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne a 
Nomor 4286); 

II 

tang Keuangan 
ia Tahun 2003 
ublik Indonesia 



3. Umlw,g-U,_ Nomo, I • T•J 2004 '"'""' 
Perbendaharaan Negara (Lem a~ Negara Republik 
Indonesia Tah~n 2004 Nomor 0, bahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomo 435. ;. 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tab I 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan T ggu · Jawab Keu.angan 
Negara (Lembaran Negara Repub k ln ·· esia Tabun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran arj epublik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 ah 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemb tab Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lemb an I egara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 , T bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 438),· 

6 . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 009 ~ 
dan Angkutan Jalan (Lembaran N gara 
Tahun 2009 Nomor 96 , Tam 
Republik Indonesia Nomor 5025); 

tang Lalu Lintas 
publik Indonesia 
mbaran Negara 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tah 
Daerah dan. Retribusi Daerah (Le 
Indonesia Tabun 2009 Nomor I 
Negara Republik Indonesia Nomor 

tentang Pajak 
Negara Republik 

'm/P"Lnan Lembaran 

8. Undang-Undang Nomor 23 
Pemerintahan Daerah (Lemb 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 , T 
Negara Republik Indonesia Nomor 587) 
beberapa kali diubah terakhir 

2014 ten tang 
gara Republik 
ahan Lembaran 
bagaimana telah 
Undang-Undang 
an kedua atas 
2014 tentang 

Nomor 9 Tabun 2015 tentang 
Undang-Undang Nomor 23 
Pemerintahan Daerab (Lemb 
Indonesia Tabun 2015 Nomor 
Negara Republik Indonesia Nomor 

l'f gara Republik 
, T · an Lemharan 
79); I 

9. Peraturan Pemerintab Nomor 2 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pemeriotab Daerah (Lembaran Ne 
Tahun 2001 Nomor 41 , Tamb 
Republik lndonesia Nomor 4090); 

T II 2001 ten tang 
Ata . I Penyelengaraan 

_, ublik Indonesia 
1I. mbaran Negara 

IO. Peraturan Pemerintah Nomor 5 2005 ten tang 
Sistem lnformasi Keuangan Dae ab baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 om 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik In one Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubab den Per ran Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pe b atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 005 entang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerab (Le egara republik 
Indonesia Tahun 20 IO Nomor 11 "m1,,..,an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 55); 

' 11. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tah 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Le bar ; egara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 T'0 ,.;..,·"an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 78); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 T 
Cara Pemberian dan Pemanfaa 
Pajak Daerab dan Rettibusi Dae ah 

10 tentang Tata 
· Pemungutan 
baran Negara 

2 



Menetapkan 

11 

Republik Indonesia Tahun 201 No r 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndo sia ~ or 5161); 

13. Peraturdll Pemerintah Nomor 5 
Kendaraan (Lembaran Negara pub 
120, Tambahan Lembaran Ne ara 
Nomor 5317); 

' 

n 2012 tentang 
Indonesia Nomor 
publik Indonesia 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 ahu 0 12 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan Kendaraan , t r di Jalan dan 
penindakan Pelanggaran Latu Li tas a Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik lndo esia un 2012 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Ne a publik Indonesia 
Nomor 5346); II 

15. Peraturan Menteri Perhubungan No o PM 133 Tahun 
2015 tentan.g Pengujian Berk a K 
(Serita Negara Republik Jndon 
1296); 

16. Keputusan Menteri Perhubungan 
tentang Penyelenggaraan 
Penyeberangan; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ba 
2011 tentang Retribusi Jasa U 
Kabupaten Barito Utara Tahun 2 
Lembaran Daerah Kabupaten Bari 

18. Peraturan Daerah Kabupaten B 
2016 tentang Pembentukan d 
Daerah Kabupaten Barito U 
Kabupaten Barito Utara Tahun 2 
Lembaran Daerah Kabupaten Bari 

MEMUTUSKAN : 

73 Tahun 2004 
Sungai dan 

Nomor 8 Tahun 
mbaran Daerab 
or 8, Tambahan 
Nomor4); 

1 
Nomor 2 Tahun 

\l unan Perangkat 
baran Daerah 

or 7, Tarnbahan 
Nomor6); 

11 

I 

II 
11 

PERATURAN BUPATI TENT.ANG PE:~~~~~ TARIF 
RETRIBUSI PElfGUJIAl'f KElfD,AH~.n " OTOR PADA 
PERATURAK DAERAH KABUPA TO UTAftA 
NOMOR 8 TAHUlf 2011 TENT USI JASA 
UMUM. 

Pasall 

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, seb 
Larnpiran VI Peraturan Daerah Kabu paten Barito. U 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabu 
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupate 
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
merupakan bagian tidak terpisah.kan dari Peraturan Bu 

diatur dalam 
8 Tahun 201 l 

ito Utara Tahun 
Utara Nomor 4) 
Lampiran yang 

3 



Pasal U 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diun 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Belita Daer 

Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal 10 ~uswS 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BAR!TO UTARA, 

__d- ~ 
JAIN AL ABIDIN 

Teweh 
~s 2011 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 017 N MOR '19 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM. 

,M 
FAKH~AUZI 

NIP. 19710921 199803 I 004 

CINAS PERHUSUNGAH, 
8 EKDA V 
A SISTEN 

KADIS 

SEK~ETARIS 
~ 

KABIO 
'-· 
i<ASU88AGIKASI .... ·~ 

: : ·~ ~ ~,.0.
1P(ltGEl/ll / 

t '·'-·.~ .•:.1- ::.l't);( / : .. 
i >~t AKS~NA/PENGETIK 

r I • •• • • • • • • • • • • ) -- ----- --- ' 
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RETRlBUSI PENGUJIAllr KElfDARAAJf 

A. Penpjtan Kend111'1lan Be-otor di DIU'llt 

l. Jasa Kctatausahaan 
Formulir Pcnnohonan 
Buku Uji 
Plat Uji 
Tanda Uji 

2. Pengujjan Pcrtama Kali (6 bulan pertama se 
didaftarkan) 

Mobil P<:nUJllpang R.oda 4 

Mobil Bus JBB s/d 7 ton 
Mobil Bus JBB di atas 7 ton 
Mobil Barang JBS s/d 2 ton 
Mobil Ba rang JBB s/ d 7 ton 
Mobil B.,rang JBB di atas 7 ton 
Mobil Angkutan Berat 

3. Pengujian Berlmla Set.lap 6 (cnam) bulan 
Mobil Penumpang Roda 4 
Mobil Bus JBB s/d 7 ton 
Mobil Bus JBB di atas 7 ton 
Mobil Bamng JBB s/ d 2 ton 
Mobil Barang JBB s/ d 7 ton 
Mobil Barang JBB di atas 7 lOD 

Mobil Aoglrutan Berat 

4. Pengujian Pengbapusan : 
Mobil Penumpang Umum Roda 4 
Mobil Bus dengan .JBB s/d 7 ton 
Mobil Bus dengan JBB 7 ton ke atas 
Mobil Barang dengan JBB s/ d 2 ton 
Mobil Bamng dengan J BB 7 ton ke atas 
Kendaraan Roda 2 

5. Lain-lain 
Penggantian Tanda Uji Bcrkala rusak/hilang 
Uji Asap (Emisi Gas Buang) 

R 

3.000 I Bulcu 
15.000 / Buku 
12.000/ Plat 
20.000/ Tanda 

:JS.000 / Buah 
40.000/ Buah 
50.000/ Buah 
3:s.0001 1.1uan 
40.000/ Buah 

0.000/ Buah 
0 .000 / Buah 

5.000/ Buah 
0.000/ Buah 
0.000/ Buah 
5.000/ Buah 
0.000/ 9uah 
0.000/ Buab 
0.000/ Buah 

5.000/ Bu,ih 
0.000/Buah 
5.000/ Buah 
5.000/ Buah 
0.000/ Buah 

25.000/ Buah 

R 20.000 I Set 
R 30.000 I Pcriodik 

s 



~-

B. P~bu, Kendana,, Bermotor di atu Ah 

l. Surat Ukur Kapa! 
01' ~ 7 • Rp 150.000 

2. Regisuasi/pas kapaJ 
(selama tidak ada perul lal kin) 

GT ~ 7 • Rp 50 .000 sc 
3. Settifilu\t Kesempumaan Kapa] 

OT~ 7 c Rp 100.000 
4. Tanda selar 

lama J Tohun 

selama J Tabun 

OT~ 7 • Rp 100.000 (selama masih ter asan I 

BUPATI 
' 

IT. ARA, 
• 

1' .. ·· ~- '.I! I 

DINAS PEIIHU UNGA, 
SEKOA .,,. 
ASISTEN I 

!I •·-KADIS 

SEKRETARIS 

kABIO 
.. 

~ .. ' 

kASU88AGIKASI I 

• ' f UKSfilfl!PENG£1 Ut .~ '. :,. ____ 
i 110 ,.•;(~ ' Oi II' .... ,.,_ •-·• -

I 
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